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Perbuat
Maksia an Prostitysi
Agamat acalah mer pane 02N Tuna Susila dan Perudian serta perbuatan
Pemban Adat Istiadat nd Perbuatan yang bertentangan dengan Ajaran

gunan Nasiong|. an nilai-nilai  Pancasila sebagai landasan

b. bahwa ‘
d Perbuatan o
Maksiat Prostitusi dan Tuna Susila dan Perjudian serta perbuatan

Merupakan
keamanan, kesehata?frb; atan yang dapat mengganggu ketertiban umum,
an nilai-nilai kesusilaan yang terdapat dalam

masyara
kat sekarang perly adanya pencegahan.

ubun
dengan Peraturang%r; :rea?]gan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan

1. Undang-u
g-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

2. U .
D;fuarg? I\ng%agrgll!\Tlomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
glaburin i ahun 1958, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tanun 1956,
= ka?i ang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
g | termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera

Selatan sebagai Undang-undang.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kesgjahteraan Sosial,
Undang-undang Nomer 4 Tahun 1879 tentang Kesejahteraan Anak.

5 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
" Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

6.

7 Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintanan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan
| : punyai masaiah.
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Or 44 Tahun 1999 tentang TekniK e undang.
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Merintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan
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N DAE
ParANGAN PROSi}‘fTHUnKABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
Sl, TUNA SUSILA, DAN PERJUDIAN SERTA

PENCEGAN
AN p
LAMPUNG Sg| g1 CUATAN MAKSIAT DALAM WILAYAH KABUPATEN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 4

Dalam p
eraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daera
h adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

b. Pemerinta
Selatan. h Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

C. Bupati adalah Biipati Lampung Selatan.

d. Tim Pengawas dan Pengendalian adalah Tim yang dibentuk oleh Bupali

yang beranggotakan Dinas/Instansi terkait.

Perbuatan Prostitusi adalah Perbuatan yang dilakukan oleh siapapun baik
laki-laki maupun perempuan yang menyediakan diri sendiri atau orang lain
kepada umum untuk melakukan pelacuran, baik dengan imbalan jasa

maupun tidak.

f Tuna Susila adalah Seorang Laki-laki atau Perempuan yang melakukan
hubungan sek dengan lawan jenis maupun sesama jenisnya secara
berulang-ulang dengan bergantian pasangan diluar perkawinan yang sah

dengan mendapat uang, materi atau jasa.

Pelacuran adalah Seorang baik Pria maupun Wanita yang mengadakan
hubungan kelamin dengan seorang lawan jenis kelamin diluar ikatan
perkawinan yang sah dengan maksud mendapatkan kepuasan seksual atau
keuntungan materi lainnya bagi diri sendiri atau orang lain.

Mucikari adalah Orang Laki-laki atau Perempuan yang
pengusahaan rumah atau tempat pelacuran dengan

h. Germo atau
datangkan pelacur wanita,

menyelenggarakan
memelihara atau men
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Segala indakan atau perbuatan untuk mendapatkan
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Uang afaumbaka' Uang atau menjanjikan mengadakan taruhan
ta €nda S€jenisnya termasuk pembelian kupon untuk

auy Mme
Menangkan syaty permainan.

k. Poster
Porno
\';nemamerkan baz;?a Ptornerar, adalah Suatu gambar atau lukisan yang
.Eang ditayangkay o \OUN yang sensitif gan dapat meransang nafsu birahi
Siei_qr Onik yang ber?uDUﬂ disiarkan melalui Media Cetak dan atau Media
Usila dan Adat lstiadea?tangan “amen Niskilal goapa, Blomes Hikom,

L Porno Ake
: Ksi
birahi atay, izﬂaah Suaty aks; atau gerakan yang dapat merangsang nafsu
d'perfontcnkan aTaerkanAbag"a” tubuh yang sensitif yang dengan sengaja
sekelompok orang U dipamerkan kepada seseorang atau kepada

Maksiat .

- Sosial kei?:lsigrfketéap Perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan

' alan dan me - ama, Hukum,
Susila dan Adat Istiadat Vg hergfy e PodnenaiiE Ag
n.
baarsgjg?n P erbuat?\n Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta Perbuatan
terjadi adalan Suaw Kegiatan yang bersifat Pencegahan agar tidak
M jk nya Perbua;an Prostitusi, Tuna Susila dan Perjudian serta Perbuatan
aKsiat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

0. Tempat adalah Tempat-tempat yang menurut keyakinan dapat dipandang
tempat yang dipergunakan untuk melakukan

atau diduga sebagai
perbuatan Prestiiusi dan Tuna Susila serta Perjudian.

p. E_Badan adalah Merupakan organisasi baik yang berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum yang diduga melakukan kegiatan Prostitusi dan Tuna
Susila serta Perjudian.

BAB Il
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Ruang lingkup larangan perbuatan prostitusi, tuna susila dan perjudian
serta perbuatén maksiat adalah segala bentuk kegiatan atay pencegahan

perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan prostitusi, tuna susila dan
perjudian serta perbuatan maksiat.

' ' ' 1) pasal ini adalah segala

) n sebagaimana dimaksud pada ayat (
“ Eerg?tjjlftaerzmahgn dan atau pelacuran, tindakan yang mengarah kepada
pgrzmahgn dan atau pelacuran, perjudian serta segala bentuk penyiaran

dan tayangan yang bersifat porno dan pornografi.
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siapapun .. 22%2imana g
perbuatan ¢ g karena tinmikSUd Pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi
Prostitusi dan tur?azr:;sl?kunya patut diduga dapat menimbulkan
ila.
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: yedia \
tuna susila, Kan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi dan

Bagian Kedua
Perjudian
Pasal 4

1) Setia . _
L usahgny%rzqg aiau badan dilarang dengan sengaja membiarkan tempat
U menggunakan tempat tinggalnya untuk dijadikan ajang atau

tempat perjudian,

(2) Se_tiap orang atau. badan dilarang” melibatkan diri dalam suatu perjudian
alk sebagai pemain maupun membantu terjadinya perjudian.

(3) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun
terhadap kegiatan perjudian.
(4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan izin pefudian dengan nama,

bentuk dan corak apapun.
u badan dilarang melakukan kegiatan yang

(5) Setiap orang dan ata _
berhubungan dengan perjudian, sebagai pemain atau kesenangan dengan

alasan apapun.

Pasal 5
tuna susila dan perjudian serta perbuatan

Larangan perbuatan p(ostttusi,
maksiat bertujuan untuk -
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Pera

n men; Zehrta Masyarakat untuk melaksanakan pengawasan

n mBSyargk Perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
akat wajib melaporkan kepada aparat berwenang.

Bagian Ketiga
RAF! DAN PORNO AKSI
Pasal 6
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(1) Setiap oran
tindakan y
Sengaja m

g dan atzu badan hukum berkewajiban mencegah dan melarang
ang meransang nafsu birahi baik dilakukan dengan gerakan atau
€mamerkan bagian tubuh yang sensitif dimuka umum.

(2) Setiap orang dan atau badan hukum berkewajiban mencegah dan melarang

tindakan yang merangsang nafsu birahi melalui tuiisan, gamoar, narasi dan
dalam bentuk lainnya,

(3) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi baik
diiakukan dengan ‘gerakan atau dengan sengaja memamerkan bagian
tubuhnya yang sensitif dimuka umum.

(4) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang merangsang nafsu birahi
melalui tulisan, gambar, narasi, dan dalam bentuk lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENINDAKAN

Pasal 7

(1) Bupati berhak memerintahkan untuk menutup tempat yang menurnut

keyakinannya digunakan untux melakukan perbuatan prostitusi dan tuna
susila serta perjudian.

(2) Penanggung jawab tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini, dilarang menerima tamu ditempatnya dengan maksud
melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila serta perjudian.

(3) Tidak dipandang sebagai tamu sebagaimana dimaxsud pada ayat (2) pasal
ini adalah :

a. Mereka yang bertempat tinggal ditempat tersebut yang status tinggalnya
dapat dipertanggungjawabkan. '
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BAB vV
KETENTUAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI
Pasal 8

(1) Bagi Pelanggaran ' i sal 3 ayat (1) dan ayat (2)
Peratyran ggerah ;?bggs;myaa?ag c#qrg;l;sudcijb;iah umur dapat dikembalikan
Pada orang tuanya atau Pemerintah.
(2) Berdasarkan pada Putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud pasal
O ayat (2) Peraturan Daerah ini maka terhadap pelanggaran dapat juga
dilakukan pembinaan dan rehabilitasi pada panti rehabilitasi sosial yang telah
ditunjuk oleh Pemerintah.

(3) Pembinaan dan Rehabilitas; seba

gaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan
dilakukan bersama-samza

dengan Dinas Instansi terkait dan unsur lainnya.

(4) Pemerintah Kabupatan Lampung Selatan akan membentuk Tim Penertiban
yang ditetapkan cengan Keputusan Bupati dengan tugas melaksanakan
Pemantauan dan atay razia untuk melakukan pencegahan dan r_neiaksanakan
penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap siapapun yang
melanggar ketent

uan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V|
PENYIDIKAN
Pasal 9

(1) Selain oleh pejabat  penyidik umum, pen
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Da
oleh  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (
Kabupaten Lampung  Selatan ya
dengan Peraturan Perundang-unda

yidikan atas tindak pidana
erah ini dapat juga dilakukan
PPNS) dilingkungan Pemerintah

Ng pengangkatannya ditetapkan sesuaj
ngan yang berlaky '

(2) Dalam melaksanakan

fugas penyidikan Penyidik Pegawai
(PPNS) sebagaimana dij

Neger Sipil
maksud ayat (1) pasal in| berwenang

a. Menerima iaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana,

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat Kejadian sera
melakukan pemeriksaan
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€  Mengambil sidik jan dan memotret seseorang

f Memanggil sesaoran
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atau saks; i tersangia

g Mendatangkan crang ahl yan
pemeriksaan perkara.

¥

g diperlukan dalam hubungannya dengan

I.  Mengambil tindakan lain menurut
dipertanggungjawabkan.
BAB VI|
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah
ini diancam -

a. Pembebanan biaya paksaan Fenegakan hukum seluruhnya atay
sebagian.

b. Pidana Kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atay denda s
banyaknya Rp. 3.000.000. -

ebanyak-

(lima juta rupiah) dengan atau tidak

Merampas barang tertenty untuk Daerah kecuyali Jika ditentukan lain
dalam Peraturan Perundang-undangan.

pelanggarar yan
pertama sebejym J

ewat jangka wakty 1 (satu)

g sama dengan relanggaran
tahun sejak tanggal putusan

| telah mempunyaj kekuatan
g digjukan terha |

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
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Pada Tanggal 1 Maret 2004
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